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ABSTRAK

Provinsi Aceh adalah daerah bersifat istimewa dan mempunyai kewenangan
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah yang tertuang dalam
Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), salah
satunya keistimewaan dan kekhususannya adalah terbentuknya kelembagaan wali
nanggroe sesuai amanat Pasal 96 dan 97 UUPA, dimana penyelenggara pemerintahan
Aceh mengimplementasikan dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe.
Daam proses pembentukan Qanun ini, terjadi pertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini di sebabkan adanya tendensi dari
kelompok dominan yang ada dalam kehidupan politik di Aceh.

Perubahan yang terjadi selama Proses pembentukan ganun ini meninggalkan
banyak pertanyaan, kepetingan apa yang diperjuangkan sehingga tarik ulur dalam
proses yang menghabiskan 5 tahun hingga ganun perubahan di undangkan. Sehingga
dalam penelitian ini di fokuskan. Pertama, bagaimana Konfigurasi politik pasca Mou
Helsinki?. Kedua, Bagaimana karakter produk hukum ganun lembaga wali
nanggroe?. Ketiga, Bagaimana pandangan politik Islam terhadap konfigurasi politik
dalam mempengaruhi karakter produk hukum ganun lembaga wali nanggroe?

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Reseacrh) termasuk
dokumen resmi proses ganun lembaga wali nanggroe. Dengan menggunakan metode
dan pendekatan historis-yuridis, yang diaplikasikan dalam mendiskripsikan data-data
yang telah dikumpulkan. penelitian ini menggunakan perspektif politik hukum dan
politik isam dengan indikator konfigurasi politik, karakter produk hukum, dan
padangan Islam yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjelaskan pokok
permasalahan penelitian ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, konfiguas politik yang terjadi selama
pemerintahan mantan GAM, telah menimbulkan sistem politik yang otoriter dalam
perjalanan pemerintahan Aceh. Dan mempengaruhi terhadap karakter produk hukum
yang konservatif/ortodoks/elitis mengikuti vis politik kelompok dominan di Aceh.
selain itu, dalam pandangan Islam ternyata telah membuktikan adanya keterkaitan
dengan pokok masalah sebelumnya, yakni pembentukan ganun lembaga wali
nanggroe, mencoreng hilai kemaslahatan dalam kategori pemimpin Aceh, sibuk
dengan kepentingan kelompok (kekuasaan) daripada kesgahteraan rakyat Aceh
secara keseluruhan.

Kata Kunci: Qanun Lembaga Wali Nanggr oe, Politik Hukum, dan Palitik |1slam
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A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin K eterangan
] Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
o Ba’ B Be
Il ta’ 2 Te
& Sa S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
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a mim M -
O NUn N -
K] Wawu W -
A Ha H -
3 Hamzah ‘ Apostrof
7] ya’ Y -

Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

-

daal ditulis Ahmadiyyah

. Ta’ Marbatah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

ditulisjama’ah
2. Biladihidupkan ditulist, contoh:

9@33{\ Z-A\)S ditulis karamatul-auliya’

. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.
Vokal Panjang
a panjang ditulis &, i panjang ditulis i, dan u panjang ditulis G, masing-masing
dengan tanda (-) hubung di atasnya
Vokal-Vokal Rangkap
1. Fathah dan ya’ mati ditulis ai, contoh:
285 ditulis Bainakum
2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

ditulis Qaul

Vil



. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan
Apostrof (¢)

ditulis A’antum

ditulis Mu’annas$

. Kata Sandang Alif dan Lam
1. Biladiikuti huruf Qamariyyah

ditulis Al-Qur’an
oLl ditulis Al-Qiyas
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.
ditulis As-sama’
ditulis Asy-syams
Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan EY D
Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat
1. Dapat ditulis menurut penulisannya
ditulis Zawi al-furad

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

A AT ditulis ahl as-Sunnah
ALY ik ditulis Syaikh al-Islam atau Syaikhul-Isiam
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perjalanan 30 tahun pergolakan politik dan konflik kekerasan sgak di
deklarasikan pada 4 Desember 1976, Aceh yang berdaulat oleh Tgk. Muhammad
Hasan di Tiro (Hasan Tiro), menjadi pengingat dari penempaan identitas, keniscayaan
suara politik dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konflik yang
didorong oleh kegagalan imagjinasi dalam proses statebuilding (pembangunan
bangsa), yang selama bertahun-tahun mengalami pengucilan dan kurangnya akses

terhadap kekuasaan dan sumber daya alam mereka sendiri.

Bencana tsunami pada 26 Desember 2006, telah memberikan hikmah dalam
menpercepat proses perundingan yang membuahkan perdamaian di bumi Serambi
Mekkah dari konflik. MoU Helsinki yang ditandatangani pada hari senin, tanggal 15
Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia® Merupakan bentuk rekonsiliasi secara
bermartabat menuju pembangunan politik, sosial, dan ekonomi masyarakat Aceh

secara keseluruhan.

! Aguswandi dan Judith Large (Ed.), Rekonfigurasi Politik: Proses Perdamaian Aceh
(London: Conciliation Resources, 2008), him. 6. Lihat juga TB. Massa Djafar, “Pilkada dan
Demokrasi Konsosiasional di Aceh,” Jurnal Poelitik, Vol. 4 No. 1 (2008), him. 201.

2 Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia (RI), Menteri Hukum dan HAM Hamid
Awaluddin dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dipimpin oleh Perdana Menteri GAM Malik Mahmud,
dan disaksikan oleh Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative (CMI) Martti Ahtisaari,
sebagai fasilitator proses negosiasi.



Nota kesepahaman (selanjutnya, MoU Helsinki) yang ditransformasikan ke
dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA),
memberi landasan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang untuk
implementasinya masih membutuhkan regulasi turunan (pendelegasian) dalam
pelaksanaannya. Maka itu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Aceh, mempunyai kewenangan dalam merumus-
kan, menyimpulkan, dan mengawas setiap kebijakan di tingkat provinsi Aceh,

kedalam bentuk Qanun Aceh.?

Selain itu, Provinsi yang dijuluki “Serambi Mekkah” ini, tidak dapat dipisah
dari indentitas keislaman yang secara turun temurun ada dan berkembang dalam
kehidupan masyarakat Aceh yang terikat dengan adat istiadat. setigp aktivitas
dilakukan selalu berpedoman kepada syariat 1slam sebagal konsekuensi logis dari
ucapan sumpah setia keagamaan dua kalimah syahadat, termasuk dalam kegiatan
pemerintahan. oleh karena itu, bagi Adat Aceh ada norma abadi “Hukom ngon adat
han jeuét cré, lagée zat ngon sifeuét” (Hukum Islam dengan adat tidak boleh

terpisah, seperti zat dengan sifat).*

% Qanun berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai “peraturan”, penyebutan atau nama
lain dari Peraturan Daerah (perda), UUPA pasal 1 ayat (21) bahwa, Qanun Aceh adalah peraturan
perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang di bentuk oleh DPRA dengan persetujuan
bersama gubernur.

“ Peribahasa dalam Bahasa Aceh disebut Hadih Maja atau sering juga disebut Narit Maja,
yang merupakan rangkaian kalimat-kalimat singkat, tetapi mengandung arti yang padat, dengan
tamsilan-tamsilan yang mendalam.



Pemberlakuan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propins Daerah Istimewa Aceh, adalah tindak lanjut dari norma di
atas, tercantum di pasal 3 ayat (2) : Pertama, penyelenggaraan Kehidupan beragama.
Kedua, penyelenggaraan kehidupan adat. Ketiga, penyelenggaraan pendidikan.
Keempat, peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.®> Semua itu berkat peran
ulama Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan melalui fatwa dan bimbingan,
rakyat rela berjuang dan berkorban mempertahankan proklamasi kemerdekaan, tidak

heran ketika Presiden Soekarno menyebut Aceh sebagai “Daerah Modal.” ®

Pasca MoU Helsinki dan UUPA, Aceh kini berstatus Provinsi kesatuan
masyarakat hukum, bersifat istimewa yang diberikan kewenangan khusus untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). keempat bidang keistimewaan dan
kekhususan yang ada pada aturan sebelumnya, terakomodir dalam satu kelembagaan,

yang dipimpin oleh wali nanggroe.

Substansi dadlam MoU Helsinki, angka 1.1.7 memerintahkan agar Aceh
nantinya Lembaga Wali Nanggroe dibentuk dengan segala perangkatnya, namun

pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme pengisian maupun

® Lihat A. Ghazaly, Biografi Prof. Tgk. H. Ali Hasimy, (Jakarta: Socialia, 1978), him. 53
® Hardi, Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depannya, (Jakarta: Cipta
Panca Serangkai, 1993), him. 111.



kedudukannya dalam pemerintahan Aceh’. Yang akhirnya pada UUPA, Wali
Nanggroe diatur dalam Pasal 96 ayat (1) yang mengatur bahwa, Lembaga Wali
Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagal pemersatu masyarakat yang
independen, berwibawa, dan berwenang mengawasi penyelenggaraan kehidupan
lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar, dan upacara-upacara adat
lainnya. Dalam pasal ini juga menegaskan bahwa Lembaga Wali Nanggroe bukan

merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.

Untuk lebih menjabarkan regulasi Wali Nanggroe dalam UUPA, maka
diperlukan sebuah ganun Aceh. Usaha penyelenggara Pemerintahan Aceh untuk
menghadirkan ganun tersebut mengalami jalan berliku, hal ini dapat dilihat dari tiga
draft rancangan ganun yang digjukan oleh DPR Aceh. Jika dalam konstruks yang
dibangun dalam pasal 96 UUPA, memang tidak ada tendensi berlebihan terhadap
kehadiran lembaga ini. Namun, dalam proses penyusunan ganun, terjadi dialektika
yang hangat mengenai posisi Wali Nanggroe, yang dibeberapa pasalnya menjelaskan
bahwa Wali Nanggroe memiliki kewenangan yang bersinggungan di bidang
pemerintahan, singgungan tersebut antara lain mengukuhkan DPR Aceh dan Kepala
Pemerintahan Aceh secara Adat, mengawa dan memonitor penyelenggaraan

pemerintahan Aceh.®

7 Fitrah Bukhari, “Legitimasi Lembaga Adat (Refleksi 1 Tahun Kehadiran Wali Nanggroe
Aceh)”, Lihat https://fitrahidealis.wordpress.com/2014/12/19/legitimasi-lembaga-adat-refleksi-1-
tahun-kehadiran-wali-nanggroe-aceh/, diakses 12 Februari 2016.

8 .

Ibid.,



Kelembagaan wali nanggroe adalah kelembagaan yang lahir setelah Qanun
Aceh No. 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe, diundangkan pada 19
November 2012. Pasal 4 Qanun ini menjelaskan susunan kelembagaan terdiri dari
Wali Nanggroe, Waliyul’ahdi’, Majelis Tinggi, Majelis Fungsional,’ dan Majelis

Lembagal struktural.

Implikasi dari Qanun Lembaga Wali Nanggroe, maka sistem pemerintahan
Aceh memiliki empat pilar dalam pemerintahan (quartet politica). Sistem ini tetap
mempertahankan pilar eksekutif, legidatif, dan yudikatif dalam menjalankan
pemerintahan. Namun, memodifikass dengan melahirkan sebuah pilar baru
berdasarkan adat isitiadat yang dapat disebut dengan idltilah securitif,yang berperan

sebagai pelestari kebudayaan setempat. *°

Walaupun ganun yang disahkan pada tahun 2012, telah mengalami beberapa
perubahan dalam materi muatan yang mengatur tentang kewenangan dari draft
rancangan ganun tahun 2010, tetap sgja Kelembagaan Wali Nanggroe memiliki
kewenangan yang besar. tingginya wewenang wali nanggroe, membuat Aceh seakan-
akan memiliki pemimpin bayangan.'* Dan daerah yang memiliki 2 Penguasa, yakni

Wali Nanggroe dan Gubernur. Kewenangan wali nanggroe dalam melantik Kepala

° Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Majelis
Pendidikan Daerah (MPD) yang lahir dari UU No 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provins Daerah Istimewa Aceh, dengan pemberlakuan Qanun telah menjadi bagian
Majelis Fungsional dalam Kelembagaan Wali Nanggroe.

10 Ibid., Fitrah Bukhari, “Legitimasi Lembaga Adat....

! Dadang Heryanto, “Satu Aceh, Dua Penguasa” Tabloid Berita Mingguan Modus Aceh, No.
21, Th. X1 (16-22 September 2013), him. 8.



Pemerintah Aceh dan DPR Aceh secara adat, dan kewenangan masing-masing
lembaga yang berada di bawah wali nanggroe, berhak menyiapkan merumuskan,
menyusun, menetapkan dan melaksankan pengawasan terhadap kebijakan di masing-

masing lembaga tersebut.

Qanun yang disahkan pada masa kekuasaan politik mayoritas partai Aceh di
legidlatif dan eksekutif, telah menimbulkan makna seperti yang disampaikan Carl J.
Friedrich bahwa, berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya

kemamfaatan yang bersifat idiil serta materiil.*?

Maka itu, Dengan desakan Menteri Dalam Negeri (ketika itu) Gamawan Fauzi
agar materi muatan ganun yang bertentangan dengan pasa 96 UUPA Maka harus
merubah is materi muatan seperti revisi kementerian dalam negeri. Pada tahun 2013,
legidlatif dan eksekutif mulai kembali meracik berbagai materi muatan pasal, baik

yang diubah maupun dihapus, agar sesuai dan bisa segera melantik Wali Nanggroe.

Sgak pengundangan Qanun Lembaga Wali Nanggroe. selama itu pula,
berbagai reaksi penolakan, muncul dalam kehidupan masyarakat Aceh. Persyaratan
caon wali nanggroe yang tertuang pada pasal 69 huruf c, bahwa harus dapat
berbahasa Aceh dengan fasih, Penetapan Malik Mahmud sebagai wali hanggroe yang
terlegitimasi dalam pasal 132 ayat (6), kewenangan dan fungsinya lembaga wali

nanggroe setelah selamaini diberlakukan.

2 |ihat, Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar |lmu Politik, Revisi Cet.ke-2 (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama. 2008). him. 403-404.



Penulis, mencoba merefleksikan berbagai konstelasi politik yang berlangsung
di Aceh selama proses kehadiran lembaga wali nanggroe, dari masa pembentukan
ganun. Apaagi, Implikasi dari hadirnya lembaga wali nanggroe juga telah merambah

terhadap isu Pemekaran wilayah yang |ebih terkoordinir.*®
B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam kajian ini di

fokuskan pada:

1. Bagaimanakonfigurasi politik pasca MoU Helsinki di Aceh?

2. Bagaimanakarakter produk hukum ganun lembaga wali nanggroe?

3. Bagaimana pandangan politik Islam terhadap konfigurasi politik dalam
mempengaruhi karakter produk hukum ganun lembaga wali nanggroe?

C. Tujuan Dan Kegunaan
Adapun Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengambarkan konstelasi politik pasca MoU Helsinki di Aceh;

2. Untuk mengetahui keterkaitan konstelasi politik terhadap karakter produk
hukum Qanun Lembaga Wali Nanggroe; dan

3. Untuk Menjelaskan proses pembentukan Kelembaga Wali Nanggroe,

dalam padangan politik Islam.

3 Pemekaran wilayah Aceh, yakni Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan
Aceh Barat Selatan (ABAS). Lebih Jelas, Fajran Zain, dkk (ed), Geunap Aceh :Perdamaian Bukan
Tanda Tangan, (Banda Aceh: Aceh Ingtitute Press, 2010), him, 137-169.



Sedangkan kegunaan yang diharapkan. Pertama, secara teoritis hasil
penulisan skripsi ini mampu menjadi dorongan pengkajian yang lebih kritis ke
depannya terhadap Kelembagaan Wali Nanggroe, yang muncul dalam peradaban
Aceh di kemudian hari, selain itu juga, skripsi ini dapat menjadi tambahan referensi
serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap permasalahan skripsi ini. Kedua,
secara praktis adalah sebagai salah satu kontribusi bagi ilmu Hukum Tata Negara dan
ilmu politik Islam; dan menambah pengetahuan sebagai Anéuk Nanggroe generasi

penerus pembangunan Aceh.

D. Tedaah Pustaka

Adapun kagian yang membahas tentang lembaga wali nanggroe yang
dilakukan dengan berbagai fokus kajian dalam melihat lembaga yang baru di bentuk
oleh Pemerintahan Aceh. Menurut penelusuran penulis, ada beberapa karya ilmiah
yang membahas dengan tema besar tentang keberadaan lembaga wali nanggroe, di

antaranya:

M. Adli Abdullah, Tinjauan Yuridis-Historis Lembaga Wali Nanggroe Di
Aceh. jurnal ini diterbitkan sebelum ganun lembaga wali nanggroe di undangkan oleh
panyelenggara pemerintahan Aceh. UUPA mengamanatkan lewat pasal 96 ayat (4)
agar di atur dalam Qanun. Hal ini telah diikuti oleh DPRD Aceh periode 2004-20009.
Namun, keberadaan ganun tersebut di tolak dan di bahas kembali oleh DPR Aceh

pada periode 2009-2014. Hasil penelitian secarasgarah tentang awa mulanyaistilah



ali negara (wali nanggroe) pada masa kergjaan aceh, masa DI/TIl Tgk. Daud
Beureueh. Dan Tgk. Hasan Tiro pada pendeklarasian Aceh Merdeka. Dalam sejarah
tradisi politik Aceh yang dipahami bahwa wali nanggroe adalah posisi saat nanggroe
dalam genting atau perang, otoritas kekuasaan, dan juga sebagai simbol pemersatu

masyarakat Aceh.'*

Dari tulisan Adli Abdullah, Penulis banyak mengutip dan menjadikannya
referensi, apalagi latar belakang Adli Abdullah adalah dosen tetap di fakultas hukum
universitas Syiah Kuala, dan sgjarawan Aceh yang banyak mengritisi untuk kemajuan

lembaga wali nanggroe baik melalui media massa maupun diberbagai forum seminar.

Selanjutnya ada, Fitrah Bukhari, dengan judul tesisnya Dinamika Politik
Primordial dalam Pemerintahan Islam, (studi atas Qanun Aceh 8 Tahun 2012
Tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Implikasinya dalam Sstem Pemerintahan
Aceh). Qanun lembaga wali nanggroe lahir dari sistem politik demokratis
sebagaimana hasil penelitiannya, substansi ganun ini merespon tuntutan dari
masyarakat, dan jugaimplikasi dari ganun ini, kewenangan melantik secara adat amat

rentan untuk disalah gunakan oleh kelompok tertentu mengatas namakan adat.

Tesis, ini mengunakan teori politik hukum dan Pemerintahan Islam yang di
bandingkan dengan Sistem Wilayatul Fagih di Republik Islam Iran. Permasalahan

yang di ambil sama yaitu, tentang ganun lembaga wali nanggroe. menurut hasil

¥ M. Adli Abdullah, Tinjauan Yuridis-Historis Lembaga Wali Nanggroe Di Aceh, Jurnal
Privat Hukum Perdata, Vol. 1 No. 1 (Februari 2011).
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penelitian Fitrah, karater produk hukum Qanun ini responsif terhadap keinginan

masyarakat dan konfigurasi politik yang demokratis. *

Akan tetapi, kagjian ganun ini masih melihat ketika dalam pasal-pasal ganun
yang masih memberikan kewenangan kepada kelembagaan wali nanggroe dalam hal
kegiatan berpolitik. Sehingga menurut penulis dibutuhkan pengkajian ulang tehadap
ganun perubahannya dan penulis mencoba lebih memberikan data-data konstelasi
politik yang terkait dengan proses awal ganun lembaga wali nanggroe. Karena dalam
pembahasan konfigurasi dan karakter produk hukum tidak spesifik dan Penulis
mencoba dalam pandangan sisi yang berbeda dan semoga mampu memberikan

jawaban yang faktual .

Berikutnya, Muhammad Aris Y unandar, Pro Kontra Lembaga Wali Nanggroe
dan Potensinya Terhadap Konflik Perpecahan Suku di Provins Aceh (Studi Kasus
Pada Masyarakat Antar Suku dan Panguyuban Mahasiswa Di Provinsi Aceh). Hasil
penelitiannya ini menunjukkan bahwa lembaga wali nanggroe adalah konsep baru
yang dapat mempersatukan suku-suku di Aceh. Namun berpotensi menimbulkan
konflik, karena kewenangan lembaga tersebut diatur melampaui apa yang

diamanahkan UUPA dan menjadikan Malik Mahmud Al-haytar sebagai Wali

'3 Fitra Bukhari, Dinamika Politik Primordial dalam Pemerintahan Islam, studi atas Qanun
Aceh 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Implikasinya dalam Sistem Pemerintahan
Aceh, Tesistidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas |Slam Negeri Sunan Kalijaga, 2014
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Nanggroe dengan asumsi dalam masyarakat hanyalah keinginan kelompok dominan

yang sedang berkuasa.*®

Hasil penelitian Aris, menunjukkan adanya kaitan keinginan pemekaran Aceh
dengan diundangkannyaganun lembaga wali nanggroe, tetapi bagi Penulis, penyataan
keinginan dari kelompok dominan di Aceh belum bisa di jelaskan secara fakta, maka
itu, penulis dalam skripsi ini menjelaskan terlebih dahulu data-data yang menguatkan

kepentingan dari kelompok dominan yang sedang berkuasa di Aceh.

Winda Zulkarnaini, dalam skripsinya yang berjudul Sudi Komparasi Peran
Majelis Adat Aceh Dengan Lembaga Wali Nanggroe. Mencoba membandingkan
terhadap fungsi, tugas, dan kewenangan yang antara kedua lembaga ini. Sebab
Majelis adat Aceh (MAA) yang menjadi pelaksana kehidupan adat/budaya di Aceh,
Namun, setelah diundangkan Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali
Nanggroe, MAA menjadi lembaga fungsional yang berada di bawah wali nanggroe. *’
tugas pelaksanaan kehidupan adat istiadat yang sebelumnya berada pada MAA secara
dikembalikan ke wali nanggroe sesuai ketentuan yang berlaku pada Qanun yang

mengatur tentang MAA, sehingga hasil penelitian oleh Winda, dalam membanding-

1 M. Aris Yunandar, Pro Kontra Lembaga Wali Nanggroe dan Potensinya Terhadap Konflik
Perpecahan Suku di Provins Aceh (Sudi Kasus Pada Masyarakat Antar Suku dan Panguyuban
Mahasiswa Di Provins Aceh). Skripsi tidak di terbitkan. Fakultas [Imu Sosial dan IImu Politik
Universitas Syiah Kuala. 2013.

Y Winda Zulkarnaini, Sudi Komparasi Peran Majelis Adat Aceh Dengan Lembaga Wali
Nanggroe. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik Universitas Syiah Kuala.
2015.
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kan peran adat tidak bisa dilakukan. Karena kewenangan MAA sebagai Interna

pel aksana kewenangan dari lembaga wali nanggroe.

Berbeda dengan pendlitian di atas, Elda Wahyu, mencoba membahas dari sisi
media massa yang ada di Aceh, dengan judul Analisis Framing Pemberitaan Wali
Nanggroe di Harian Serambi Indonesia Pemberitaan megenai wali nanggroe merupa-
kan salah satu isu politik yang menghiasi media massa. Penelitiannya untuk melihat
bagaimana harian serambi Indonesia membingkai isu mengenai wali nanggroe. Dari
hasil penelitiannya, pemberitaan yang di muat dalam harian serambi Indonesia dapat
dikatakan bahwa porsi bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya terhalangi.
Sebaliknya, porsi yang ada lebih terhadap antusiasmenya jgjaran pemerintah Aceh
daam menyambut lembaga wali nanggroe dan tidak melihat penolakan dari
masyarakat. sehingga harian serambi Indonesia lebih pro terhadap Keberadaan
lembaga wali nanggroe, hal ini dapat jelaskan lagi karena mengingat hampir seluruh

kursi di DPR Aceh diduduki oleh kader PA (partai Aceh).™®

Terakhir, Ahmad Afandi Sambo, Persepsi Tokoh Adat Kota Subulussalam
Terhadap Pembentukan Lembaga Wali Nanggroe. Para tokoh adat di Subulussalam
menimbulkan pro dan kontra karena tidak adanya sosialisasi periha wali nanggroe

yang ditetapkan, namun menurut hasil penelitian ini sebagian tokoh adat juga tidak

'8 Elda Wahyu, Analisis Framing Pemberitaan Wali Nanggroe di Harian Serambi Indonesia.
Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas [Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala.2014.
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merespon adanya wali nanggroe dan sebagian tokoh adat tidak mengetahui tugas dan

fungsi lembagawali nanggroe.*®

Bahwa penelitian seperti yang telah dijelaskan di atas, dan hasil penulurusan
penulis dari tema yang sama tentang kelembagaan wali nanggroe ini, penulis
mencoba mengritisi keberadaan aturan hukum sgjak awal perumusan ganun ini,
dengan mengkaitkan kepentingan-kepentingan yang terdapat selama masa perumusan
ganun lembaga wali nanggroe, dengan menggunakan indikator politik hukum yang
akan memberikan pemahaman dari sudut pandang yang berbeda dari yang telah ada.
Namun demikian, dengan menaruh hormat pada peneliti sebelumnya, inspirasi dari
kaian-kgjian terdahulu sebagian akan tetap dipaka penulis demi kemudahan

penelitian.

E. Kerangka Teori

Untuk menganalisis problematika di atas, penulis menggunakan teori Politik

hukum dan politik 1slam. Berikut penjelasan terhadap teori ini :
1. Politik Hukum

Politik hukum secara etimologi merupakan terjemahan bahasa Indonesia

dari istilah Belanda rechtspolitiek. 2° Bentukan dari dua suku kata yaitu recht dan

9 Ahmad Afandi Sambo, Persepsi Tokoh Adat Kota Subulussalam Terhadap Pembentukan
Lembaga Wali Nanggroe, Skripsi tidak di terbitkan. Fakultas [Imu Sosial dan [Imu Politik Universitas
Syiah Kuala. 2015.
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politiek. Dalam bahasa Indonesia kata recht berarti hukum, Kata politiek dalam
kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas mengandung arti beleid.
Kata beleid dalam bahasa Indonesia berarti kebijaksanaan, jadi secara etimologi
politik hukum berarti kebijaksanaan hukum (legal policy).? Istilah politik hukum
sering diganti dengan pembangunan hukum, hukum dan pembangunan,

pembaharuan hukum, perkembangan hukum, perubahan hukum.

Dasar dan coraknya Politik hukum di Indonesia, bersumber pada pembuka-
an Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang mengandung cita negara, cita
hukum, dan dasar politik hukum negara. Hukum ditunjukkan untuk mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemakmuran rakyat, memenuhi
prinsip kemanusiaan, serta dilandasi oleh demokrass dan musyawarah yang
menghormati gjaran agama. Dengan landasan itulah, maka politik hukum di-
bangun dan dikembangkan, baik pada tataran tujuan maupun proses pembentu-

kan hukum dalam berbagai perundang-undangan.

Pada tahap inilah disiplin politik hukum mengajak untuk mengetahui,

bahwa banyak produk hukum yang lebih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan

0 |gtilah politik hukum. Sebagai negara yang dijajah Belanda, tidak dapat disangkal karena di
Indonesia sendiri masih banyak menggunakan produk hukum Belanda. Berbagai istilah hukum yang
sering kali masih merupakan terjemahan secara harfiah dari istilah Belanda, seperti hukum (tata)
negara merupakan terjemahan staatrecht, hukum perdata dari Privatrecht, hukum pidana strafrecht,
hukum (tata) pemerintahan atau hukum administrasi terjemahan dari bestuursrecht dan
administratiefrecht. Lihat, Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia : Pemikiran dan Pandangan,
(Bandung: PT. Remagja Rosda Karya, 2014), him 122.

2 Otong Rosadi dan Andi Desmon, Sudi Politik Hukum: Suatu Optik IImu Hukum,
(Yogyakarta: Thafa Media, 2013), him. 2.

2 Kamsi, Pergulatan Politk Hukum Dan Positivisas Syariat Isam Di Indonesia,
(Yogyakarta: Suka Press, 2012), him. 2.
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politik pemegang kekuasaan dominan. hukum harus dipandang sebagai hasil
suatu proses politik (law as a product of political process).* Dijelaskan oleh
Satjipto Rahardjo bahwa, hukum terpengaruh oleh politik karena subsistem
politik memiliki konsentrasi energi atau kekuatan yang lebih besar daripada
hukum atau hukum berubah jika konfigurasi politik berubah, dan jika berhadapan
hukum dan politik atau kedua saling berinteraksi, maka hukum berada pada
pihak yang lemah. Hubungan ini disebut sebagai hubungan yang saling

mengkondisikan.*

Menurut pengakuan para ahli tentang definisi politik hukum, mereka masih
berselisih tentang indentitas politik hukum itu sendiri, yakni apakah termasuk
dalam studi hukum, atau malah studi politik, atau politik hukum merupakan
bagian dari studi hukum tata negara. Dengan kata lain, hingga sekarang para ahli
hukum belum sepakat untuk mengakui sebuah definis yang pasti mengenai

politik hukum.?

Imam Syaukani dan Ahsin Thohari yang berkeyakinan politik hukum
berada dalam ilmu hukum, memberikan pengertian bahwa, kebijakan dasar
penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku

yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai

2 |bid.,

# Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antara Disiplin Dalam
Pembinanaan Hukum Nasional, dalam Kamsi, Politik Hukum,...., him. 251.

% |mam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum (Jakarta: Rajawali
Pers, 2012), him. 34. Lihat juga Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Cet.ke-5 (Jakarta:
Rejawali Pers, 2012), him 15.
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tujuan negara yang dicita-citakan.?® Dalam merumuskan dan menetapkan hukum
yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legidasi
kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang
berlaku di masyarakat. L anjutnya penyel enggara negara adal ah lembaga-lembaga
negara yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk mengadakan pemerintahan

sebuah negara yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.?’

Abdul Hakim dalam mendefinisikan politik hukum, yaitu sebaga legal
Policy atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara
nasional oleh pemerintah negara tertentu yang meliputi: a. pelaksanaan secara
konsisten ketentuan hukum yang telah ada; b. pembangunan hukum yang
berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum
baru; c. penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para
anggotanya; dan d. peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi

elit pengambil kebijakan.?®

Mahfud MD, menjelaskan dalam kajiannya mengambil lingkup hukum tata
negara. Yang merumuskan bahwa, politik hukum adalah legal policy atau garis
kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan

hukum baru maupun dengan pengantian hukum lama, dalam rangka mencapai

*1bid., him. 32.

%" bid., him. 44-46.

% Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Di Indonesia (Jakarta: Yayasan LBHI,
1988), him. 28.
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tujuan negara. Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang
diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau
tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksud untuk mencapai tujuan negara

seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.%°

Berbeda dari kalangan ilmuan di atas, Sri Soemantri, menjelaskan politik
hukum adalah kebijakan yang berkenaan dengan hukum atau kebijakan dalam
bidang hukum. Ditambahkan pula, Politik hukum meliputi Politik Perundang-
Undangan, dimana politik diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut 2 hal.
pertama, bentuk dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Kedua, materi-
muatan serta tata cara penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-

undangan.*

Sofian Effendi, sebagal pengamat kebijakan publik memberikan gambaran
tentang politik hukum. Menurutnya, politik hukum sebagai terjemahan legal
policy, mempunyai makna yang lebih sempit daripada politik hukum sebagai
terjemahan dari politics of law atau politics of legal system. Dimana studi
kebijakan publik juga menganggap sistem kebijakan publik sangat dipengaruhi
oleh dua sistem yaitu konfigurasi pemangku kepentingan (stakeholders) dan
lingkungan sosia, politik, budaya dan ekonomi. Jika diteropong dari kacamata

sistem kebijakan publik. Arah kebijakan hukum amat dipengaruhi oleh siapa

% Moh. Mahfud MD. Politik Hukum Di Indonesia, cet.ke-5 (Jakarta; Rajawali Pers, 2012)
him. 1.
% | ihat Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia...., him 122-131
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pemangku kepentingan yang paling dominan pengaruhnya terhadap kebijakan

hukum.>!

Di luar dari pengertian politik hukum, hubungan politik dan hukum dapat
pula dipahami. Seperti yang disampaikan oleh Wirjono Projodikoro, dalam buku
lamanya, menjelaskan dengan lugas dimana bidang politik adalah lebih luas
daripada bidang hukum, sehingga seorang politikus tidak selalu mempergunakan
saluran hukum untuk mencapai tujuan. Melainkan, ada kalanya melakukan suatu
yang terang-terangan melanggar hukum, tetapi para penegak hukum tidak
berdaya untuk mencegah pelanggaran hukum tersebut. Lanjutnya lagi ternyata
suatu golongan politik tertentu mempunyai kekuatan yang dipergunakan untuk
memerangi golongan politik lain guna mencapal tujuannya. Dengan cara
menggunakan kekuatan ini, kalau perlu, dengan melanggar hukum yang
berlaku.®* Namun, kadang kala dalan menggunakan kekuatan politik, pada
badan legidatif dengan mengubah suatu peraturan hukum yang merupakan
penghalang bagi tindakan mereka, sehingga di kemudian hari tindakan mereka
dapat dikatakan bersandar atas hukum.*

Mahfud MD, menyatakan bahwa, hubungan antara politik dan hukum

sebagal dua subsistem kemasyarakat, dalam hal-hal penting tertentu hukum lebih

3 Sofian Effendi, Politik Hukum (politics of the Legal system) Atau Kebijakan Hukum (Legal
Policy), http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/Sofian-Effendi----POLITIK-HUKUM .pdf, diakses 2 Nov-
ember 2015.

% Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas |lmu Negara dan Politik, (Jakarta: P.T. Eresco, 1971),
him. 8.

¥ bid,.
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banyak didominasi oleh politik sehingga sgjaan dengan melemahnya dasar etika
dan moral, pembuatan dan penegakkan hukum banyak diwarnai kepentingan-
kepentingan politik kelompok dominan yang sifatnya teknis, tidak subtansial,
dan bersifat jangka pendek.>*

Selanjutnya, Solly Lubis, menerangkan diantara politik dan hukum terdapat
hubungan yang sangat erat dan merupakan two face of coin, saling menentukan
dan mengisi. Adakalanya kebijakan politis yang berperan utama untuk menentu-
kan materi hukum yang berlaku dalam negara, sesuai dengan pandangan dan
pertimbangan politik. Di lain posisi, hukum berperan mengatur lalulintas

kehidupan politik bagi masyarakat politik itu.*

Berdasar Asumsi bahwa “Hukum sebagai produk Politik.” Hukum di-
pandang sebagai dependent variable (Variabel terpengaruh) sedangkan politik
diletakkan sebagai independent variable (variabel berpengaruh). Asumsi ini
didasarkan pada das sein (kenyataan) dengan mengkonsepkan hukum sebagai
undang-undang, bahwa hukum atau dengan konsep undang-undang ini
merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak politik yang

saling bersaing melalui kompromi politik. Maka karya ini memfokuskan pada

¥ Moh. Mahfud MD, “Hukum, Moral, dan Politik.” Makalah disampaikan pada Stadium
Generadle Matrikulasi Program Doktor Bidang IImu Hukum, diselenggarakan Oleh Universitas
Diponegoro, Semarang, 23 Agustus 2008, him. 2.

% Solly Lubis, “Pembangunan Hukum Nasional,”. makalah disampaikan pada seminar
Pembanguan Hukum Nasional VII, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan,
diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep. Kehakiman dan HAM RI, Denpasar,
14-18 Juli 2003, him. 4.
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politik hukum dengan Indikator yang telah digunakan Mahfud MD,* sebagai

berikut:
a. Konfiguras Politik

Konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau Konstelasi
kekuatan politik yang riil dan eksis dalam suatu sistem politik. Y ang secara
dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu
konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Dimana
konfigurasi politik yang demokratis adalah susunan sistem politik yang
membuka kesempatan bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif
menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar
mayoritas wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang
didasarkan prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana
terjadinya kebebasan politik, dan bagi rakyat mempunyai kebebasan dalam

melancarkan kritik terhadap pemerintah.®’

Sedangkan Konfigurasi otoriter adalah dimana susunan sistem politik
yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil
hampir seluruh inisiatif dari pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi

ini ditandai oleh dorongan elit kekuasaan yang dominan dalam menentukan

% Konsep dan Indikator ini lebih jelas dapat lihat, Moh. Mahfud MD. Politik Hukum Di
Indonesia..., him. 7-11.
¥ 1bid., him. 30.
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kebijakan. Secara spesifik, untuk mengkualifikasi apakah konfigurasi
politik itu demokratis atau otoriter dapat dilihat dari bekerjanya tiga pilar
demokrasi, yaitu peranan parta politik dan badan perwakilannya,

kebebasan pers, dan peranan eksekutif %

b. Karakter Produk Hukum

Karakter produk hukum Responsif/populistik adalah mencerminkan
rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses
pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-
kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya responsif
terhadap tuntutan kelompok sosial dan individu. Sedangkan Pada karakter
produk hukum Konservatif/ortodok/elitis, kehendak pemerintah atau elit
politik lebih menonjol, namun sedikit partisipass masyarakat dalam

pembuatan produk hukumnya.*

2. Politik Islam

Berbicara tentang politik di Indonesia berarti juga berbicara tentang
Isam.®® Islam adalah agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia,
khususnya Aceh. Secara sosiologis, potensi umat 1slam sebagai legitimasi sistem

politik dalam rangka menyukseskan pembangunan nasiona sangat besar.

* |bid.,

* |bid.,

0 Abdul Azis Thaba, Islam Dan Negara: Dalam Politik Orde Baru, (Jakarta: Gema Insani Press,
1996), him. 29.
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Begitupun Secara doktrinal, garan agama Islam melingkupi kehidupan politik
kenegaraan.** Menurut Munawir Sjadzali sebagaimana dikutip Azis Thaba,
berpendapat bahwa, Islam tidak memiliki preferens terhadap sistem politik yang
mapan dan hanya memiliki seperangkat tata nilai etis yang dapat dijadikan
pedoman penyelenggaraan negara* Perlu dipertegas bahwa, Al-Qur’an men-
yediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip

etik dan moral dasar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*®

Allah  SWT menurunkan Syari’at (hukum) Islam untuk mengatur
kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat.**
Bagi Muhammad Asad, Al-Qur’an memberikan suatu jawaban komprehensif
terhadap persoalan tingkah laku baik manusia sebagai anggota masyarakat dalam
rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan

terakhir kebahagiaan di akhirat.*®

Kemudian, Al-Amiry berkata sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi Ash-
hiddiegy dalam bukunya, bahwa adanya para ahli hukum atau orang-orang yang
menetapkan undang-undang, sebagai suatu keharusan pemerintah dan politik.

Dengan demikian itu, peristiwa-peristiwa yang terus terjadi dan memerlukan

* Ibid., him. 30.

* Ibid., him. 41.

“ Abd. Mu’in Salim, Figh Syasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an, (Jakarta:
Raja Grafindo, 1994), him. 299.

4 Suparman Usman, Hukum islam: Asas-Asas Dan Pengantar Sudi Hukum Islam Dalam
Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), him. 65.

% Ahmad Syafi’l Ma’arif, Sudi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah
Kenegaraan,(Jakarta: LP3ES, 1985), him. 11.
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kepada mereka untuk membuat hukum-hukum yang berpadanan serta

mengembalikan hukum-hukum (peraturan) ini, kepada pokok agama. “°

Sesungguhnya Allah telah mensyaratkan bagi manusia terhadap urusan
agama mereka beberapa dasar yang lengkap dan memberikan kepada mereka
akal-akal yang benar supaya mereka mempergunakannya dalam mengembalikan

cabang kepada pokok-pokok itu (agama).*’ Seperti dalam firman-Nya

-

Lembaga negara yang membidangi urusan pembuatan hukum dalam
konstitusi Indonesia itu terletak pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di
pemerintahan pusat sebagal pembuat kebijakan secara nasional, sedangkan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebagai pembuat kebijakan di

daerah.

Dalam figh siyasah,” istilah lembaga legislatif disebut al-sultan al-

tasyri’iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau

47.

% T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), him.

“hid.,
*® Al-Bagarah (2): 2.
9 Siyasah syar’iyyah atau figh siyasah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik

membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada
khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang
bernafaskan atau sgjalan dengan gjaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan
menghindarkan dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Abdul Wahab Khalaf, Politik Hukum Islam, terj. Zainuddin Adnan. Cet.ke-
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kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Kewenangan-
nya sama seperti terdapat pada lembaga legidatif di Indonesia, yaitu kekuasaan

dalam membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan.®

Dalam menjalankan fungsi legidatif lembaga ini melakukan ijtihad untuk
menetapkan hukum dengan giyas (analogi). Mencari ‘illat atau sebab hukum
yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan
yang terdapat pada nash. Di samping harus merujuk pada nash, anggota legidatif
harus mengacu pada prinsip jalb al-masalih dan daf’ al-mafasid (mengambil

maslahat dan menolak kemudharatan).*

Termasuk pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial
masyarakat, hal ini mengisyaratkan bahwa undang-undang atau peraturan yang
akan dikeluarkan oleh lembaga legidatif tidak dimaksudkan untuk berlaku
selamanya dan tidak kebal terhadap perubahan. Maka itu, legidatif berwenang
meninjau kembali dan mengganti dengan peraturan baru yang lebih relevan dan

antisipatif terhadap perkembangan masyarakat.>

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan perundang-undangan

adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan

2, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), him.12. Lihat juga, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Figh
Syasah: Doktrin dan Pemikiran Politik I1dam,(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), him. 11.

% Muhammad Igbal, Figh Syasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik |slam,(Jakarta: Gaya
Media Pratama, 2001), him. 161.

*! Ibid., him. 163.

> Ibid.,
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kedudukan atas semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi

sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.®®

Dalam sistem politik Islam dikenal dua jenis hukum, yakni hukum syari’at
yang bersumber dari a-Qur’an dan sunnah, dan hukum ganuni yang bersumber
dari keputusan-keputusan lembaga pemerintah, secara hierarki, hukum yang
tertinggi dalam sistem ini adalah hukum yang pertama.® selanjutnya adalah
ijma’ dan giyas, sebagaimana mayoritas umat Islam bersepakat tentang 4 hal

tersebut sebagai sumber hukum.*

Karena secara konstitusi, Indonesia bukan negara berlandaskan I1slam tapi
atas hukum. Sehingga Kuntowijoyo menjelaskan bahwa nilai-nilai islam harus
diterjemahkan dalam kategori-kategori obyektif sehingga dapat di terima semua
pihak. Sebagai nilai universal tidak hanya diterima oleh umat islam sendiri, tetapi
juga oleh umat agama lain tanpa meyakini asalnya (Islam).* Akhirnya nilai-nilai
yang terkandung didalam syariat itu dijadikan sebagai referensi untuk
merumuskan hukum “peraturan” mengenai permasalah yang datang sesuai
dengan pekembangan zaman.”’ Karena itulah keterlibatan secara aktif dalam

proses legislas ini sangat penting. Pada kenyataannya, hukum itu merupakan

% Lihat juga A. Dzajuli, Figh Syasah:Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-

Rambu 835/4ari’ah, (Jakarta: Kencana, 2003), him. 52
Ibid.,

*® Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih, Terj. Faiz e Muttagin, Kaidah Hukum
Islam,(Jakarta: Pustaka Amania, 2003), him. 13-14.

% K untowijoyo, Indentitas politik Umat islam, dalam Kamsi, pergulatan politik....,him.

> Mustofa Maufur, Pengantar, dalam Salim Ali al-Bahansawi, Wawasan Sistem Politik
Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), himi-ii.
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produk politik dimana keyakinan dari pihak legislasi bahwa nilai-nilai islam itu

perlu dan harus dimasukkan dalam produk hukum.*®

Berikut Indikator-indikator konfigurasi politik dan juga karakter produk
hukum sebagai mana yang telah dikonsepkan olen Mahfud MD dan juga ditambah

dengan politik Islam.

Konfiguras Politik Demokratis Konfigurasi Politik Otoriter

1. Partai politik dan parlemen kuat, | 1. Partai politik dan parlemen lemah, di
menentukan haluan atau kebijakan bawah kendali eksekutif.
negara. 2. Lembaga eksekutif (pemerintah)
2. Lembaga eksekutif (pemerintahan) intervensionis.
netral. 3. Pers terpasung, diancam sensor dan
3. Pers. Bebas, tanpa sensosr dan pembredel an.
pembredelan. 4. Agama berada dalam  posis
4. Hubungan Islam dan Negara dalam dipinggirkan
Kondisi akomodatif

Karakter Produk Hukum Responsif Karakter Produk Hukum Ortodoks
1. Pembuatannya partisipatif. 1. Pembuatannya sentralistik—
2. Muatannyya aspiratif. dominatif.

3. Rincian isinyalimitatif. M uatannya positivis-intrumentalistik.

Rincian isinya open-inter petative.

wn

Tabel 1. Indikator-Indikator konfigurasi politik dan karakter produk hukum
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan

(Library Reseacrh), yaitu penelitian yang memamfaatkan secara maksimal bahan

% Lihat Kamsi, Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Isam di Indonesia, (Y ogyakarta: Suka
Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), him. 249.
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dari penelusuran dan penelaahan berbagai buku, jurnal, magalah, artikel, dan
sumber-sumber lainnya yang relevan dalam penelitian ini. Termasuk dokumen

hasil pembahasan rancangan Qanun Aceh Tentang Lembaga Wali Nanggroe.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analisis yakni menggambarkan data yang
berkaitan terhadap kajian penulis, selanjutnya dianalisis terhadap proses lahirnya
Produk hukum. sebagaimana mengikuti proses konfigurasi politik dan Karakter

produk hukum.

3. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data primer yakni, Dokumentasi rapat-rapat anggota
DPR Aceh terkait Rancangan Qanun dan Qanun Aceh No. 8/2012 dan No.
9/2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Sedangkan untuk memperoleh data
sekunder, yakni berupa buku Segarah Aceh, Jurnal, Tabloid, dan Dokumen

lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Pendekatan Historis-
Yuridis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang
yuridis (peraturan perundang-undangan) secara formal dan histori-politik dimana
sebuah produk hukum yang dihasilkan tidak terlepas dari kondisi dan kebijakan

yang telah ada sebelumnya.
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5. Andlisis data

Analisis data merupakan langkah yang paling penting. Penulis menganalisa
menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan memaparkan dan menguraikan
pokok masal ah secara menyeluruh.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam penyusunan dan memahami
penelitian secara sistematis, maka dalam penulisannya skripsi ini disusun kedalam

beberapa bab sebagai berikut :

Bab Pertama yang merupakan bab Pendahuluan, diuraikan latar belakang
permasal ahannya, pokok permasalah sebagai penegasan, tujuan dan kegunaan, kajian
sebelumnya yang bersinggungan dengan tema yang sama, serta kerangka teoritik dan
indikator yang digunakan sebagai langkah analisis. terakhir Metode penelitian yang
sudah dikualifikasi.

Pada bab dua dideskripsikan gambaran umum, sgjarah yang menyinggung
awa adanya Wali Nanggroe hingga kebijakan pemerintah terhadap lembaga wali
nanggroe, terakhir akan membahas draf rancangan ganun lembaga wali nanggroe.
Uraian mengenai berbagal perubahan isi rancangan ganun sgjak 2008 hingga 2013.

Bab Ketiga membahas mengenai situasi Politik di Aceh pasca MoU Helsinki.
Bab ini masih mendeskripsikan fakta-fakta konfigurasi politik di Aceh. Dan

hubungannya dengan rancangan ganun lembaga wali nanggroe.
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Bab Keempat, merupakan inti penelitian ini, yang dibagi atas tiga analisis.
Pertama, menganalisis konfigurasi politik dalam indikator tiga pilar sistem politik.
Kedua, karakter produk hukum ganun lembaga wali nanggroe. Indikator-indikator ini,
sebagaimana yang dikonsepkan oleh Mahfud MD. Ketiga, akan dianalisis mengapa
timbul perubahan, implikasinya terhadap konfigurasi politik, dan peran politik Islam.
Misalnya, apakah peran politik Islam dapat terakomodatif dalam Qanun lembaga wali

nanggroe.

Bab kelima adalah Penutup. Di samping berisi kessimpulan yakni, jawaban
dari pokok masalah, juga diutarakan saran kepada kajian-kajian selanjutnya yang bisa

dijadikan referensi dan terakhir harapan penulis.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Susunan kegadian dan dinamika politik yang terjadi di Aceh sgjak MoU
Helsiki dan UUPA. Begitu Dominannya kekuasaan Eksekutif, terhadap kebijakan
hukum (legal policy), telah memberikan pengaruh terhadap proses demokratisasi
yang tersendat. Penulis memberikan kesimpulan dengan telah lebih dahulu

mengkalisifikasikan indikator-indikator yang digunakan dalam kajian ini.

Dinamika politik di Aceh, ternyata ada rasa “setengah hati” penyelenggara
Pemerintah, konfigurasi politik yang otoriter, ini ditandai oleh kepentingan PA
untuk terus tetap mendominasi dalam membuat peraturan-peraturan pelaksana
atas Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Kenyataan tersebut memberikan
peluang bagi kelompok politik dominan, dalam mengantisipasi media massa yang

terlalu keras dalam mengkritisi kinerja penyelenggara pemerintahan Aceh.

Daam menentukan karekter produk hukum, senantiasa dipengaruhi oleh
konfigurasi politik. Dimana Situasi dan suhu politik yang diperankan oleh
penyelenggaran pemerintahan Aceh yakni ketika eksekutif berganti telah
mempengaruhi arah kebijakan dari is materi muatan yang ada dalam Qanun
Lembaga Wali Nanggroe. Dengan demikian, produk hukum Qanun LWN, setelah
dilakukannya pengklasifikasian, produk hukum yang berkarakter konservatif

fortodokg/dlitis.

96
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Kepentingan yang mewarnai dalam materi muatan ganun lembaga wali
nanggroe, dalam keterkaitannya konfigurasi otoriter dan karakter Elitis, ternyata
dengan kehadirannya Qanun LWN ini. mencoreng nilai kemaslahatan karena
pemimpin Aceh lebih berorientasi terhadap kekuasaan ketimbang kepentingan
untuk mensgahterakan rakyat Aceh. Tetapi untuk tujuan yang di cita-citakan
dengan terbentuknya Kelembagaan ini adalah kesgjahteraan rakyat Aceh, dengan
terjadinya demokratisasi dalam perjalanan konfigurasi politik di Aceh bisa
menjadi salah satu kekuatan dalam kelembagaan ini dengan syarat memerlukan
perubahan materi muatan yang lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat dan

tetap bisa mempersatukan rakyat Aceh dari perpecahan.

B. Saran

Sebagai kajian ilmiah, karya ini masih memiliki banyak kekuarangan,
misalnya bagi peneliti atau penulis kedepan dapat melihat dari sudut pandang
yang lebih luas, di antaranya:

1. Dampak kehadiran Lembaga Wali Nanggroe secara variabel terhadap
keinginan Pemekaran Aceh dengan belum diubahnya pasal mengenai
syarat bisa bahasa Aceh secara fasih bagi calon wali nanggroe dan
masing-masing pemimpin di kelembagaan wali nanggroe.

2. Di tahun 2019, akan menjadi pemilihan pertama wali nanggroe, akan
menarik jika Peneliti lainya melihat bagaimana pemilihan wali
nanggroe dalam pandangan demokrasi, musyawarah, atau di
bandingkan antara Pemilihan Wali Nanggroe dengan Kesultanan

Y ogyakarta dalam pandangan Hukum Tata Negara.
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